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Abstrak: Korupsi internal dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan permasalahan serius yang
berdampak langsung terhadap integritas penegakan hukum, keadilan, dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis (1) peran normatif Provos Polri dalam mencegah korupsi internal di kalangan anggota kepolisian,
serta (2) efektivitas integrasi Provos dalam sistem pengawasan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam
memperkuat upaya pencegahan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan doktrinal, dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi Polri. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk
menginterpretasikan norma hukum dan praktik kelembagaan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Provos Polri berperan sebagai instrumen utama dalam penegakan disiplin internal melalui pengawasan perilaku, inspeksi
rutin, serta penegakan standar etik. Selain itu, integrasi kelembagaan antara Provos dan unit-unit lain dalam Propam,
yang didukung oleh mekanisme Analisis dan Evaluasi (Anev) serta koordinasi struktural, mampu menciptakan sistem
pengawasan yang komprehensif dan berlapis. Partisipasi publik melalui mekanisme pelaporan serta pemanfaatan
teknologi informasi turut meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, integrasi sinergis dalam sistem
pengawasan internal terbukti memperkuat efektivitas pencegahan korupsi serta meningkatkan integritas anggota
kepolisian.

Kata kunci: Provos Polri, Propam, Pengawasan Internal, Pencegahan Korupsi, Integritas Anggota
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Pendahuluan

Korupsi internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
merupakan fenomena yang mengancam fondasi kepercayaan publik terhadap institusi
penegak hukum. Sebagai aparat negara yang bertugas memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan
pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri seharusnya menjadi
teladan dalam menjaga integritas. Namun, praktik korupsi oleh anggota Polri, baik secara
individu maupun kelompok, sering kali melibatkan penyalahgunaan wewenang untuk
keuntungan pribadi, seperti penerimaan suap, penggelapan dana, atau kolusi dalam
penyelidikan kasus. Fenomena ini tidak hanya merugikan keuangan negara dan
masyarakat, tetapi juga mengikis legitimasi Polri sebagai garda terdepan dalam
pemberantasan korupsi secara nasional. Dampaknya meluas, mulai dari penurunan
kepercayaan publik hingga hambatan dalam reformasi institusi kepolisian, yang pada
akhirnya melemahkan sistem penegakan hukum di Indonesia (Yani, 2018).

Dalam konteks normatif, korupsi internal di Polri dapat dipahami sebagai
pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum yang berbasis Pancasila, di mana
penyalahgunaan kekuasaan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial dan supremasi
hukum. Studi menunjukkan bahwa korupsi di kalangan polisi sering kali berakar dari
faktor struktural, seperti kurangnya pengawasan internal yang efektif dan budaya
impunitas, yang memperburuk masalah ini. Di Indonesia, kasus-kasus korupsi internal
Polri yang terungkap melalui media dan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menunjukkan pola berulang, seperti penyalahgunaan dana operasional atau intervensi
dalam proses hukum. Hal ini menuntut analisis mendalam terhadap mekanisme
pencegahan, khususnya melalui penguatan pengawasan internal, untuk memastikan
bahwa Polri tidak hanya menindak korupsi eksternal tetapi juga membersihkan rumah
tangganya sendiri (Nurhaliza, 2020).

Pada tahun 2024 dan 2025, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi
Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi dalam proses pengadaan tear gas (gas air
mata) oleh Polri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indikasi terjadi kongkalikong
dalam tender, harga yang berlebihan, serta dugaan kolusi antara panitia pengadaan dan
pihak tertentu sehingga menimbulkan kerugian negara (Indonesia Corruption Watch,
2025). Laporan semacam ini sejatinya bisa menjadi bahan temuan Propam untuk
menelusuri pelanggaran disiplin, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang
anggota Polri yang terlibat dalam proses pengadaan. Namun karena dilaporkan ke KPK, ini
juga mencerminkan kemungkinan bahwa sistem pengawasan internal belum optimal
dalam mendeteksi atau menangani potensi korupsi pengadaan di internal Polri sebelum
masyarakat sipil harus melaporkannya ke KPK.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Polri telah membangun sistem pengawasan
internal yang terstruktur, dengan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai pilar
utama. Propam dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dengan tugas
pokok menegakkan disiplin, etika profesi, dan pengamanan internal di seluruh jajaran Polri.
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Secara normatif, Propam berfungsi sebagai pengawas internal yang independen,
bertanggung jawab atas penyelidikan pelanggaran kode etik, penerapan sanksi disiplin,
dan pencegahan penyimpangan perilaku anggota. Inovasi Propam, seperti pemanfaatan
sistem pengaduan berbasis teknologi dan analisis evaluasi kinerja (Anev), bertujuan untuk
membuat pengawasan lebih adaptif, transparan, dan berkeadilan. Namun, efektivitas
Propam sangat bergantung pada integrasi dengan unit-unit operasional di bawahnya,
termasuk Provos, untuk menciptakan jaringan pengawasan yang holistik (Santoso, 2019).

Provos Polri, sebagai bagian integral dari struktur Propam, memiliki peran spesifik
dalam pencegahan korupsi internal dari perspektif normatif. Provos bertugas melakukan
pengawasan langsung terhadap disiplin anggota di tingkat unit, termasuk patroli disiplin,
edukasi etika profesi, dan pemeriksaan awal terhadap dugaan pelanggaran. Landasan
normatif peran Provos tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Pengawasan Internal dan regulasi terkait, yang menekankan pencegahan preemtif melalui
pemantauan perilaku anggota agar sesuai dengan Kode Etik Profesi Kepolisian. Dari sudut
pandang yuridis normatif, Provos berfungsi sebagai garda terdepan dalam mendeteksi
potensi korupsi, seperti pelanggaran prosedur penyelidikan yang berujung pada gratifikasi,
sebelum eskalasi menjadi tindak pidana formal. Meskipun demikian, peran ini sering kali
terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi dengan sistem
Propam yang lebih luas, sehingga memerlukan analisis normatif untuk mengidentifikasi
celah regulasi dan potensi penguatan (Dewi, 2022).

Peran Provos Polri dalam pencegahan korupsi internal anggota dilihat dari
perspektif normatif berdasarkan regulasi pengawasan Propam Polri, menyoroti kebutuhan
evaluasi terhadap kerangka hukum yang ada. Regulasi seperti Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Kapolri yang mengatur Propam
memberikan dasar normatif bagi Provos untuk bertindak preventif. Namun, implementasi
normatif ini sering kali tidak optimal karena kurangnya spesifikasi tugas yang jelas, yang
menyebabkan Provos lebih fokus pada sanksi reaktif daripada pencegahan proaktif.
Analisis normatif diperperlukan untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut selaras
dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta bagaimana Provos dapat dioptimalkan
sebagai instrumen pencegahan korupsi yang efektif.

Integrasi tugas Provos dengan sistem pengawasan Propam Polri menjadi isu sentral
dalam upaya pencegahan korupsi internal, sebagaimana dirumuskan dalam masalah
kedua: bagaimana analisis normatif terhadap integrasi tugas Provos dengan sistem
pengawasan Propam Polri dalam pencegahan korupsi internal anggota. Secara normatif,
integrasi ini diatur dalam struktur organisasi Polri yang menempatkan Provos sebagai
eksekutor lapangan di bawah koordinasi Propam, dengan mekanisme pelaporan dan
tindak lanjut yang terintegrasi. Namun, tantangan seperti tumpang tindih wewenang,
kurangnya pertukaran informasi real-time, dan ketidakseragaman implementasi regulasi
sering kali menghambat sinergi ini. Studi kasus dari reformasi pengawasan internal
menunjukkan bahwa tanpa integrasi yang kuat, sistem pengawasan cenderung
fragmentaris, memungkinkan celah bagi korupsi untuk berkembang. Analisis normatif
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terhadap integrasi ini akan mengeksplorasi harmonisasi regulasi, seperti sinkronisasi antara
Peraturan Kapolri tentang Disiplin Kepolisian dan pedoman Propam, untuk merumuskan
model pengawasan yang lebih koheren dan sesuai dengan semangat reformasi birokrasi
nasional (Suprapti, 2021; Rahman, 2024).

Gap penelitian yang ada semakin menegaskan urgensi studi ini. Meskipun literatur
tentang korupsi Polri banyak membahas aspek kriminologis dan empiris, analisis normatif
khusus terhadap peran Provos dan integrasinya dengan Propam masih terbatas. Penelitian
sebelumnya lebih menekankan penindakan eksternal daripada pencegahan internal,
meninggalkan ruang untuk kajian yuridis yang mendalam. Syarif (2022) membahas upaya
penegakan hukum terhadap anggota kepolisian pelaku tindak pidana korupsi. Artikel ini
menyoroti dampak ketidakprofesionalan anggota kepolisian terhadap penegakan hukum
dan pengungkapan kejahatan di masyarakat, serta menganalisis masalah korupsi yang
masih sering dilakukan oleh anggota kepolisian. Penelitian terdahulu ini berfokus pada
aspek penegakan hukum dan identifikasi penyebab tindak pidana korupsi oleh anggota
kepolisian secara umum. Sementara itu, penelitian penulis memiliki fokus yang lebih
spesifik pada analisis peran Provos Polri dalam pencegahan korupsi internal dan integrasi
tugas Provos dengan sistem pengawasan Propam Polri. Penelitian penulis tidak hanya
mengkaji penegakan hukum secara luas, melainkan menggali peran preventif Provos dan
harmonisasi regulasinya dengan Propam. Mujad (2023) bertujuan untuk mengidentifikasi
alasan di balik penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia
dalam melakukan tindakan korupsi dan proses penerapan sanksi terhadap mereka.
Penelitian terdahulu ini lebih menekankan pada pelanggaran kode etik dan mekanisme
sanksi yang diterapkan terhadap anggota Polri yang korupsi. Berbeda dengan itu,
penelitian penulis bergeser dari fokus reaktif (sanksi) ke fokus proaktif dan preventif, yaitu
bagaimana Provos berperan dalam mencegah korupsi internal dari perspektif normatif dan
bagaimana integrasinya dengan sistem pengawasan Propam dapat diperkuat untuk tujuan
pencegahan.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu
hukum dengan menyediakan rekomendasi normatif untuk penguatan sistem pengawasan
Polri, sejalan dengan komitmen nasional melawan korupsi. Dengan demikian, latar
belakang ini menggarisbawahi perlunya reformulasi regulasi untuk menjadikan Provos dan
Propam sebagai pilar utama dalam membangun Polri yang bersih dan akuntabel.
Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat
dirumuskan secara eksplisit sebagai berikut: (1) bagaimana peran Provos Polri dalam
pencegahan korupsi internal anggota ditinjau dari perspektif normatif berdasarkan regulasi
pengawasan Propam Polri; dan (2) bagaimana analisis normatif terhadap integrasi tugas
Provos dengan sistem pengawasan Propam Polri dalam upaya pencegahan korupsi internal
anggota. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis
dan praktis dalam penguatan sistem pengawasan internal Polri melalui reformulasi regulasi
yang lebih responsif, integratif, dan berorientasi pada pencegahan korupsi.

Metode Penelitian
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Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis
normatif merupakan jenis penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu dengan
menggunakan berbagai bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat pula berupa pendapat para sarjana atau
dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada
(Fajar & Ahmad, 2017).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
penelitian kepustakaan (library research). Alat pengumpul data dapat berupa studi
dokumen atau studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research) untuk
memperoleh data sekunder. Menurut Sholeh (2005), penelitian kepustakaan (library
research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi
dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen,
catatan kisah-kisah sejarah.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif. Analisis ini merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka
memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, setelah diperoleh data sekunder
berupa penelitian yang menghasilkan data interaktif, yaitu apa yang dinyatakan responden
secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata, yang kemudian data tersebut dianalisis
menggunakan data sekunder dan tersier serta disusun secara sistematis untuk
memudahkan proses analisis. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif
sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Peran Provos Polri dalam Pencegahan Korupsi Internal Anggota Dilihat dari Perspektif
Normatif, Berdasarkan Regulasi Pengawasan Propam Polri
1. Landasan Regulasi Pengawasan Internal Polri dan Kedudukan Provos

Korupsi sebagai extraordinary crime tidak hanya terjadi di lingkungan birokrasi
sipil, tetapi juga berpotensi tumbuh dalam institusi penegak hukum, termasuk Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Polri). Korupsi internal yang dilakukan oleh anggota Polri
memiliki dampak yang jauh lebih serius karena berimplikasi langsung terhadap penegakan
hukum, keadilan, serta kepercayaan publik terhadap negara hukum (rechtstaat). Dalam
perspektif hukum, aparat penegak hukum yang justru melakukan penyimpangan
merupakan bentuk abuse of power yang bertentangan dengan prinsip supremasi hukum
dan asas equality before the law (Ghani & Saputra, 2025).

Dalam konteks ini, pengawasan internal menjadi instrumen fundamental untuk
menjaga integritas institusi kepolisian. Pengawasan internal tidak hanya dimaknai sebagai
mekanisme represif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana preventif
untuk mencegah munculnya perilaku menyimpang, termasuk praktik korupsi. Secara
normatif, Polri telah membentuk sistem pengawasan internal melalui Divisi Profesi dan
Pengamanan (Propam) yang memiliki mandat menjaga profesionalisme, disiplin, dan etika
anggota Polri (Polrestabanan, 2021).
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Salah satu unsur penting dalam Propam adalah Provos, yang secara struktural dan
fungsional berperan sebagai garda terdepan dalam pengawasan kedisiplinan anggota.
Keberadaan Provos menjadi penting karena disiplin merupakan fondasi utama dalam
mencegah tindakan koruptif. Anggota Polri yang tidak disiplin cenderung lebih rentan
melakukan pelanggaran hukum, termasuk penyalahgunaan wewenang yang bermuara
pada tindak pidana korupsi.

Pengawasan internal dalam tubuh Polri merupakan konsekuensi logis dari
kedudukan Polri sebagai alat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap
anggota Polri wajib menjunjung tinggi hukum, etika profesi, dan disiplin dalam
menjalankan tugasnya (DM, 2024).

Sebagai implementasi dari amanat undang-undang tersebut, Polri membentuk
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai unsur pengawas internal. Propam
bertugas melakukan pengamanan internal, penegakan disiplin, serta penegakan kode etik
profesi Polri. Dalam perspektif hukum administrasi negara, Propam merupakan instrumen
pengawasan internal yang bersifat internal control mechanism untuk mencegah
penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kepolisian.

Secara struktural, Provos merupakan bagian dari Propam yang memiliki fokus
utama pada pembinaan dan penegakan disiplin anggota Polri. Provos terdapat di seluruh
jenjang organisasi kepolisian, mulai dari Mabes Polri hingga satuan wilayah. Hal ini
menunjukkan bahwa pengawasan disiplin dilakukan secara berlapis dan berkelanjutan
(Hamid et al.,, 2025). Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, Provos
diberikan kewenangan untuk melakukan:

a. Pengawasan dan pemantauan terhadap perilaku anggota;
b. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin;
c. Penegakan ketertiban dan disiplin di lingkungan Polri (Hamid et al., 2025).

Kewenangan tersebut secara normatif menempatkan Provos sebagai aktor penting
dalam early detection system terhadap potensi pelanggaran, termasuk pelanggaran yang
beririsan dengan tindak pidana korupsi. Pelanggaran disiplin sering kali menjadi pintu
masuk terjadinya kejahatan yang lebih serius, sehingga peran Provos bersifat strategis
dalam pencegahan dini.

Selain Perkap No. 2 Tahun 2016, pengawasan internal Polri juga diperkuat melalui
Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Regulasi ini menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menjaga integritas, tidak
menyalahgunakan kewenangan, serta menjauhi perbuatan tercela yang dapat merusak
kehormatan profesi.

Dalam perspektif normatif, kode etik dan disiplin merupakan instrumen hukum non-
pidana yang berfungsi sebagai preventive legal tools. Pencegahan korupsi tidak selalu
harus dilakukan melalui hukum pidana, tetapi dapat dimulai melalui penegakan etika dan
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disiplin yang konsisten. Dengan demikian, Provos memiliki peran normatif yang signifikan
dalam menjaga integritas internal Polri sebelum suatu perbuatan berkembang menjadi
tindak pidana korupsi.

2. Peran Provos Polri dalam Pencegahan Korupsi Internal Anggota

Secara normatif, pencegahan korupsi internal oleh Provos dilakukan melalui
pengawasan disiplin yang berkesinambungan. Pengawasan ini mencakup pengawasan
terhadap sikap, perilaku, gaya hidup, serta kepatuhan anggota terhadap aturan internal.
Dalam banyak kasus, korupsi diawali dengan pelanggaran disiplin seperti penyalahgunaan
jabatan, gratifikasi kecil, atau pelanggaran prosedur. Pengawasan disiplin oleh Provos
berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang membatasi ruang gerak anggota untuk
melakukan penyimpangan. Dalam teori pencegahan kejahatan, keberadaan pengawasan
yang efektif akan meningkatkan risiko tertangkap, sehingga menurunkan niat seseorang
untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi (Nur, 2025).

Selain fungsi preventif, Provos juga menjalankan fungsi represif melalui
pemeriksaan dan penindakan disiplin. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Provos bertujuan
untuk mengumpulkan fakta dan bukti atas dugaan pelanggaran disiplin anggota. Jika
terbukti, Provos dapat merekomendasikan penjatuhan sanksi disiplin sesuai ketentuan
yang berlaku. Dalam konteks pencegahan korupsi, penindakan disiplin memiliki efek jera
(deterrent effect). Anggota Polri akan lebih berhati-hati dalam bertindak apabila
mengetahui bahwa setiap pelanggaran, sekecil apa pun, akan diawasi dan ditindak secara
tegas. Dengan demikian, Provos berkontribusi secara tidak langsung dalam menekan
potensi terjadinya korupsi internal.

Analisis terhadap Integrasi Tugas Provos dengan Sistem Pengawasan Propam Polri
dalam Pencegahan Korupsi Internal Anggota

Pengawasan internal dalam suatu organisasi bukan sekadar mekanisme
administratif, tetapi berfungsi sebagai struktur kontrol yang mencegah korupsi sebelum
terjadi. Korupsi dalam institusi penegak hukum, termasuk Polri, sering diawali dari
pelanggaran disiplin kecil yang tidak diatasi secara konsisten. Ketidaktertiban perilaku ini
kemudian bisa berkembang menjadi perilaku oportunistik yang mengarah pada praktik
gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun kolusi dengan pihak luar. Oleh sebab itu,
diperlukan sistem pengawasan yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan (Komisi
Pemberantasan Korupsi, 2026a).

Dalam konteks Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) merupakan unit yang
ditugaskan untuk melakukan pengawasan internal secara menyeluruh. Propam berfungsi
sebagai mekanisme self-regulatory institution yang memastikan anggota Polri mematuhi
standar profesi, kode etik, serta aturan disiplin yang berlaku. Dalam praktiknya, ini berarti
setiap perilaku yang berpotensi menjadi pintu masuk korupsi seperti tidak mematuhi SOP
pelayanan publik atau penyalahgunaan fasilitas negara harus dideteksi dan ditanggapi
sejak tahap awal. Strategi pencegahan korupsi juga mencakup kegiatan pembinaan dan
edukasi internal, termasuk sosialisasi nilai integritas, etika pelayanan, serta konsekuensi
hukum dari perilaku koruptif. Kegiatan semacam ini semakin digencarkan oleh Propam
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sebagai bagian dari pendekatan preventive law enforcement yang ditekankan juga oleh
lembaga anti-korupsi di Indonesia (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2026b).

Unit Provos di dalam struktur Propam memiliki peran operasional yang sangat penting
dalam pengawasan perilaku anggota Polri. Secara normatif, Provos memiliki tugas pokok
dan fungsi (tupoksi) yang meliputi pengawasan dan penegakan disiplin anggota Polri,
pemeriksaan pelanggaran disiplin, pengamanan internal satuan kerja, serta pelaksanaan
tindakan kepolisian internal guna menjaga ketertiban dan wibawa institusi. Tupoksi Provos
ini menempatkannya sebagai unit pengawas lapangan yang berinteraksi langsung dengan
perilaku faktual anggota Polri dalam pelaksanaan tugas sehari-hari (Polri.go.id, 2026).

Dalam konteks pencegahan korupsi, kewenangan Provos sangat strategis karena
mereka:

1. Memeriksa anggota yang tidak taat prosedur, yang merupakan awal dari
penyalahgunaan wewenang.

2. Menindak pelanggaran disiplin secara cepat dan tegas, sehingga mengurangi ruang
bagi praktik tidak etis yang dapat berujung pada korupsi.

3. Melakukan pengawasan lapangan langsung, termasuk pemeriksaan seragam,
identitas, dan standar pelayanan, yang sekaligus meningkatkan akuntabilitas
anggota Polri dalam melaksanakan tugas publik.

Pendekatan semacam ini sesuai dengan prinsip pencegahan korupsi yang bersifat
real-time monitoring, yakni pengawasan langsung terhadap tindakan keseharian anggota
untuk mencegah penyimpangan perilaku sebelum membesar menjadi kasus pidana
korupsi. Integrasi tugas Provos dengan seluruh sistem pengawasan internal Propam
menjadi aspek yang sangat penting dalam pencegahan korupsi. Integrasi ini mencakup
koordinasi struktural dan fungsional antara Provos, Paminal, serta unit-unit pengawasan
lain di bawah Divpropam. Provos menjalankan pengawasan pada level paling dasar yaitu
perilaku anggota dalam keseharian kerja sementara unit lain seperti Paminal melakukan
pemeriksaan yang lebih bersifat administratif, evaluatif, dan investigatif lanjutan. Ketika
Provos menemukan perilaku yang berpotensi menjadi pintu masuk korupsi (misalnya
intoleransi terhadap aturan, sikap arogan, atau ketidakpatuhan terhadap SOP pelayanan),
secara prosedural laporan akan ditindaklanjuti ke unit lain yang melakukan analisis dan
penanganan lebih mendalam.

Keterkaitan antara korupsi dan kode etik profesi Polri sangat erat, karena
pelanggaran kode etik pada dasarnya mencerminkan degradasi nilai integritas, kejujuran,
dan tanggung jawab yang menjadi fondasi pencegahan korupsi. Kode Etik Profesi Polri
mewajibkan setiap anggota untuk bertindak jujur, adil, tidak menyalahgunakan
kewenangan, serta menjauhi perbuatan tercela yang dapat merugikan masyarakat dan
institusi. Praktik korupsi, gratifikasi, maupun penyalahgunaan wewenang secara langsung
merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap kode etik profesi tersebut. Oleh karena itu,
penegakan kode etik oleh Propam dan Provos berfungsi sebagai instrumen awal
pencegahan korupsi sebelum masuk ke ranah pidana.

Selain itu, Propam juga mengimplementasikan mekanisme Analisis dan Evaluasi
(Anev) untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas serta integrasi antar unit pengawasan
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internal, termasuk evaluasi peran Provos dalam konteks pencegahan disiplin dan tindakan
yang berujung korupsif. Hasil Anev ini kemudian digunakan sebagai dasar pembinaan dan
perbaikan prosedur kerja, sehingga pengawasan internal menjadi semakin efektif secara
sistematis.

Sistem pengawasan internal yang efektif dalam organisasi kepolisian tidak hanya
bergantung pada mekanisme internal semata, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat
sebagai sumber pengawasan eksternal yang melengkapi fungsi Propam dan Provos. Untuk
itu, Propam telah mengembangkan sejumlah inovasi, termasuk sistem pelaporan dan
pengaduan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat melaporkan
dugaan pelanggaran anggota Polri secara cepat, mudah, dan transparan. Kolaborasi antara
pengawasan internal dan kontrol sosial ini berpotensi meningkatkan akuntabilitas Polri
karena:

a. Masyarakat menjadi pengawas eksternal yang dapat memberi informasi awal terkait
perilaku anggota yang mencurigakan.

b. Laporan publik dapat menjadi bahan bagi Provos untuk melakukan pemeriksaan
awal.

c. Respons yang cepat terhadap pengaduan dapat menambah kepercayaan masyarakat
terhadap komitmen pencegahan korupsi internal.

Inisiatif teknologi seperti whistleblower system dan body camera sebagai alat bukti
digital juga mulai diperkenalkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
internal dalam interaksi anggota Polri dengan publik. Meskipun tidak secara khusus
menyasar korupsi, alat-alat ini meningkatkan kemungkinan deteksi tindak
penyalahgunaan wewenang yang dapat berkaitan dengan praktik koruptif (Indonesian
National Police, 2026).

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dalam kerangka normatif dan praktik pengawasan
internal Polri, dapat disimpulkan bahwa peran Provos sebagai bagian dari Divisi Profesi
dan Pengamanan (Propam) memiliki implikasi strategis dalam memperkuat sistem
pencegahan korupsi internal melalui mekanisme pengawasan disiplin yang terstruktur,
berlapis, dan berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 2
Tahun 2016 dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Integrasi fungsional antara Provos,
Paminal, dan unit pengawasan lainnya, yang didukung oleh mekanisme Analisis dan
Evaluasi (Anev), terbukti mampu meningkatkan efektivitas deteksi dini terhadap potensi
penyimpangan serta memperkuat akuntabilitas kelembagaan melalui kombinasi instrumen
preventif dan represif non-pidana. Selain itu, pemanfaatan teknologi pengawasan dan
partisipasi publik melalui sistem pelaporan memperluas jangkauan kontrol sosial terhadap
perilaku anggota Polri. Implikasi penting dari temuan ini menunjukkan bahwa penguatan
tata kelola pengawasan internal tidak hanya berdampak pada penurunan risiko korupsi,
tetapi juga berkontribusi pada pembentukan budaya organisasi berbasis integritas. Oleh
karena itu, secara praktis disarankan agar Polri mengoptimalkan pengembangan kapasitas
sumber daya manusia Provos, memperluas adopsi teknologi pengawasan berbasis digital
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secara real-time, serta memperkuat perlindungan whistleblower guna meningkatkan
efektivitas sistem pengawasan. Adapun untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian
empiris yang mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur
secara lebih komprehensif hubungan antara intensitas pengawasan internal, budaya
organisasi, dan tingkat korupsi di lingkungan kepolisian.
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